Halaman4-dari 18

Putusan Normior| | By

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 1
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman



* DUDUK PERKARA J Republik Indonesna,

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 25
" September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Depok Nomor! _ | tanggal 25 September 2018 pada

pokoknya mengajukan hai- hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 5 Oktober 2004, PENGGUGAT dengan
TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang tercatat dalam
Kutipan Akta Nikah pada tanggal 5 Oktober 2004 yang dicatat oleh
Pegawal Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa
dengan Kutipan Akta Nikah No. 1392/49/X/2004 (Buktl P-1).

%
%;

2. 'Bahwa, semasa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
24, |Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal

28 Juli 2007, sebagaimana yang tercatat dalam Akta Kelahiran
No.: 2180/KLT/JS/2013, tanggal 29 Mei 2013. Yang diterbitkan
oleh ‘Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Administrasi Jakarta Selatan. (Bukti P-2a).

22 | |Perempuan,,_ lahir di Jakarta pada
tanggal 29 Maret 2012, sebagaimana yang tercatat dalam Akta
Kelahiran No.: 8987/KLU/JS/2012, tanggal 16 April 2012. Yang
diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Administrasi Jakarta Selatan. (Bukti P-2b).

3. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974,
tujuan perkawinan adalah “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk . keluarga (rumah tangga) ~yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; |

Namun, sebaliknya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak
mendapatkan kebahagiaan hidup dalam perkawinan yang sebenarnya;
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4. Bahwa, selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUEBAIDAI ihikh Indonesis
orang tua PENGGUGAT. ' :
5. Bahwa, permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT,

' sesungguhnya dirasakan oleh PENGUGAT sejak awal perkawinan,
dimana TERGUGAT suka berbohong, suka selingkuh, mabok-
mabokan, bersikap kasar baik secara fisik maupun secara verbal/kata-
kata, jarang pulang dan tidak bekerja, sehingga PENGGUGAT dan
orang tua PENG‘GUGAT lah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga.

6. Bahwa, PENGGUGAT menjalaninya dengan sabar dan iklas, dengan
harapan TERGUGAT akan berubah dan sadar untuk bertanggung
jawab sebagai kepala keluarga, apalagi dengan lahirnya anak dari

. perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Bahwa, apa yang diharapkan oleh PENGGUGAT dari TERGUGAT
hanyalah harapan kosong, tidak ada perubahan dari 'TERGUGAT-,
_se‘hingga pada tahun 2017 PENGGUGAT menyampaikan ingin pisah '
dengan TERGUGAT, karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama 3
dengan TERGUGAT seperti yéng'dija.!'aninya selama ini.

Bahwa, atas keinginan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT tidak mau

‘pisah dan mohon diberikan kesempatan lagi, berjanji mau berubah dan

bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga.

Bahwa, atas keinginan TERGUGAT untuk berubah tersebut maka

PENGGUGAT mengurungkan niatnya d‘an memberikan kesempatan
* kepada TERGUGAT. ‘ :

Bahwa, puncak dari ketidak h‘érmonis,an rumah tangga PENGGUGAT

dan TERGUGAT sejak awal tahun 2018, dimana untuk sekian kalinya

PENGGUGAT mengetahui kalau TERGUGAT selingkuh lagi dengan

10.

‘wanita lain.

Bahwa, PENGGUGAT mengetahui TERGUGAT melakukan selingkuh
dengan wanita lain sejak kehamilan anak pertama dan apabila
ketahuan maka TERGUGAT menakui, dan selalu minta maaf dan

berjanji untuk tidak mengulanginya. Hal ini lah yang selalu
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menimbulkan pertengkaran-tengkaran antara j"ﬂ@%‘ﬂﬁfﬁk“\?"donema
TERGUGAT:

Bahwa, TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT dan stk

sejak bulan Mei 2018, samapi saat ini. v

Bahwa, tehadap permasalahan tersebut PENGGUGAT sudah berkali-

kali menyampaikankannya kepada Keluarga PENGGUGAT dan
Keluarga TERGUGAT, untuk membantu menyadarkan TERGUGAT

untuk  bersikap sebagai mana layaknya seorang suami, yaitu
bertanggung jawab atas kebutuhan-kebutuhan keluarganya, tidak
selingkuh dah tidak mabok-mabokan lagi.

| Bahwa,‘PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak berhubungan
~ suami istri sebagai mana layaknya suami istri yang sah sejak lebih

kurang 1 ‘(satu) tahun.

Bahwa,v TERGUGAT sudah memulangkan PENGGUGAT ke orang tua

| PENGGUGAT (Talak 1), hal ini selalu TERGUGAT ucapkan saat ada

pertengkaran, terakh:r awal Februan 2018.

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, sudah jetas antara
PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin lagi dapat hidup rukun

" sebagai Suami lIstri, dan oleh karenanya jalan untuk mengakhiri

penderitaan lahir batin PENGGUGAT adalah dengah mengajukan
Gugatan Cerai kepada TERGUGAT dengan tuntutan memutuskan

perkéwinan karena perceraian,

Bahwa, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun
1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan untuk
melakukan perceraian atas perkawinan tersebut dengan segala akibat

hukumnya;

Bahwa, meskipun perkawinén, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT
putus karena perceraian, maka perlu diperhatikan hak-hak
kesejahteraan dan pendidikan anak yang lahir dari perkawinan antara
PENGGUGAT dan TERGUGAT, sebagaimana berikut:
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' 3 Repubiik Indone3|a
a. Berdasarkan Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi

Hukum' Islam anak yang belum dewasa/mumayyiz Hak Hadhanah
diserahkan kepada PENGGUGAT selaku Ibu kandungnya.
Berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam semua
biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah
menurut  kemampuannya; sekurang-kurangnya sampai anak
tersebut dewasa, dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.

17.  Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, PENGGUGAT memuntut
pada TERGUGAT, uhtukrtetap membiayai semua biaya hadhanah dan
nafkah anak menjadi tanggung jawab TERGUGAT, yang setiap

- bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

18. Bahwa, mengingat anak tersebut belum, dewasa dan membutuhkan
kasih sayang, bimbingah . perhatian serta pendidikan moril dan
spiritual yang selama ini diberikan secara intensif oleh PENGGUGAT,
maka pantas dan b.enar apabila anak tetap diasuh oleh PENGGUGAT.

19 ; Bahwa, walaupun hak hadlanah ada pada PENGGGUGAT
PENGGUGAT tidak membata51 hubungan antara TERGUGAT dengan
anak.

Maka berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Depok, untuk berkenan memutus

1 Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

2. Menyatakan perkawinan antara- PENGGUGAT dan TERGUGAT
sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah pada tanggal §
Oktober 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa dengan Kutipan Akta Nikah No.:
1392/49/X/2004 putus karena perceraian dengan segala akibat
hukumnya.

3. Menjatunkan Talak Bain  Shugraa dari TERGUGAT kepada
PENGGUGAT.
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© 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilary) @Eﬁl@??kki’ﬁ%ﬁega

. mengirimkan Salinan Putusan ke KUA wilayah tempat tinggal
PENGGUGAT dan TERGUGAT dan KUA tempat pernikahan
PENGGUGAT dan TERGUGAT dilaksanakan untuk dicatat dalam
register yang tersedia untuk itu,

5. Menetapkan Hak Hadhanah dan Pengasuhan anak PENGGUGAT dan
TERGUGAT, yang bernama:

) | Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal
28 Juli 2007, sebag»ai‘mané yang tercatat dalam Akta Kelahiran
No.: 2180/KLT/JS/2013, tanggal 29 Mei 2013. Yang diterbitkan
oleh Suku Dinas Kependudukan dan. Pencatatan Sipil Kota
'Administrasi Jakarta Selatan. (Bukti P-2a).

- | Perempuan, lahir di Jakarta pada
tanggal 29 Maret 2012, sebagaimana yang tercatat dalam Akta
Kelahiran No.: 8987/KLU/JS/2012, tanggal 16 April 2012. Yang
diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Administrasi Jakarta Selatan. (Bukti P-2b).

_ Di bawah asuhan Ibu kandungnya (PENGGUGAT).

/6. Menetapkan Biaya Hadhénah dan nafkah anak menjadi tanggung
| jawab TERGUGAT yang sefiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima
juta rupiah).

7. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. ‘ ‘
Atau  :Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok be_rpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir
menghadap di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat telah

hadir menghadap sendiri di persidangan;
Bahwa majelis hakim telah berupaya maksimal mendamaikan
Penggugat dan Tergugat melalui penasihatan di persidangan juga telah
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~ menunjuk Alun Brahma Santj

t tidak berhasil:

Bahwa idi i :
Wi 'kemudl_an dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada
pokoknya dipertahankan oleh Pen

o __ ggugat, dengan perubahan Penggugat
mencabut petitum poin 2 dan poin 4; |

.Bahwa alas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban
tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

S. Memang saya akui bahwa saya melakukan hal tersebut dari tahun 2015
dan saya tidak melakukann‘ya lagi sampai sekarang ini di tahun 2018;
10.

:
i
!
i

saya tidak pernah melakukan hal tersebut di tahun 2018 seperti yang
dicantumkan oleh Penggugat/isteri: '

1_ benar saya mengakuinya hal tersebut kejadian lama dari tahun 2008
sampai dengan tahun' 2016, maka saya sudah menyadari dan
meninggalkan hal-hal tersebut karena saya ingin berubah dan saya ingin
memperbaiki hubungan rumah tangga yang lebih baik lagi dan saya tetap
‘ ‘ mempertahankan rumah tangga dengan isteri dan anak-anak saya;

benar, karena ingin tidak ada keributan lagi di rumah, maka saya untuk
sementara saya meninggalkah rumah dan saya ngontrak rumah sendir,
dan akan tetapi saya tidak lepas tanggung jawab atau nafkah terhadap
anak-anak dan isteri saya dengan setiap bulannya dengan kemampuan
saya yang minim sampai saat ini; :

14. saya tidak setuju, karena saya masih sayang terhadap isteri dan anak-
anak saya dan saya tetap mempertahankan rumah tangga saya karena
saya masih sanggup menafkahinya dan saya akan me‘njaﬁdi suami atau
ayah yang terbaik untuk anak-anak dengan lahir batin (tetap saya
mempertahankan rumah tangga saya atau tidak bercerai) maaf Allah
SWT tidak suka umatnya bercerai ataupi;ah;

16 A. iya, saya bilamana anak-anak ikut dengan ibunya karena saya

mempercayai yang sel

2 e A
A et

ama ini yang saya cintai dan sayang terhadap isteri

saya;
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B. lya, saya setuju bahwa saya bersedia menafkahi anak-anak saya

sampai dewasa atau bisa mengurus diri sendiri;

Q_.\l

iy
N
Y

17. maaf saya kurang setuju untuk perbulannya sebesar Rp 5 juta karena
penghasilan saya kurang dari 2 juta, itupun ada kerjaan di luar tetap saya
kasih biarpun sedikit saya tetap menafkahinya selama ini dengan
'semampu saya terhadap isteri dan anak-anak saya karena pekerjaan
saya di bengkel motbr atau wiraswasta.

(saya tetap mempertahankan rumah tangga saya/keberatan/t;dak mau
bercerai); :

,
§=>4
Z
=

%
o
=
H
%
,
x
.
i
b

Bahwa terhadap jawaban T'ergug-ét tersebut, Penggugat melalui
kuasanya menyatakan tetap dengan gugatannya; '

Bahwa terhadap. replik tersebut 'Tergugat telah memberikan duplik lisan
yang pada pokoknya tetap keberatan untuk bercerai, namun untuk nafkah
_anak sanggup sebesar Rp 2 Juta rupiah perbulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor
1392/49/X/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jagakarsa
tanggal 5 Oktober 2004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan

|
E
¢
!

aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas namal Inomor
8987/KLU/IS/2012 yang dikeluarkan oleh Sudindukcapil Kota Jakarta
Selatan tanggal 29 Mei 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahlran atas nama‘ |n0m0r
2180/KLT/JS/2013 yang dikeluarkan oleh Sudindukcapil Kota Jakarta
Selatan tanggal 16 April 2012, permeterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya, lalu oleh Ketua Maijelis diberi tanda P3;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah

mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
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-

umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah

tangga, tempat tinggal di Kp. Kalibata RT 05/07 Kelurahan Srengseng

Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga sudah 15 tahun dan
mempunyai 2 orang anak; ‘

Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis sejak beberapa tahun lalu kafena sering cekcok;

Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri;

Bahwa penyebabnya karena masalah perempuan lain, kalau masalah
Terg'ugat suka mabok minuman sak‘si_-tidak tahu;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar
6 bulan, Tergugat yang pergi, tinggal sendiri di kontrakan;

Bahwa saksi sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat,

namun tidak berhasil, Penggugat\sudah tidak mau lagi melanjutkan
rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diurus oleh Penggugat dan
saksi,

Bahwa Tergugat masih suka datang memberi nafkah kepada anaknya;

Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di bengkel

2|

| Saat DJanur, umur 43 tahun, agama Islam,

pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Kalibata RT 08/07
Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
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" Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
‘Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena
sering bertengkar sejak beberapa tahun lalu;

bahwa saksi tahu karena pernah melihat sendiri, juga tahu dari cerita
Penggugat dan keluarganya; | o
bahwa yang saksi tahu penyebabnya karena masalah Tergugat
selingkuh dengan wanita lain;
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. pahwasek ) Republik Indonesia
i # bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 7 bulan ‘ A
- karena Tergugat yang pergi;

~bahwa Tergugat masih suka datang menengok anaknya, namun
mengenai nafkahnya saksi tidak tahu;

- bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di bengkel:

bahwa saksi sering menasihati Penggugat, namun Penggugat sudah
tidak mau lagi kumpul dengan Tergugat;

Bahwa ~ terhadap keterangan saksi-saksi - tersebut Penggugat

membenarkannya dan Tergugat tidak membantahnya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, baik bukti tertulis
maupun saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap pada
gugatannya serta mohon putusan, begitu pula Tergugat telah mengajukan
kesimpulan lisan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat,

Bahwa untuk memperSirig’kat’uraian putusan ini, »maka ditunjuk hal-hal
sebagaiman'a tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang

l merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebaganmana diuraikan di atas;

Menlmbang bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori
perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang -undang
: bNom or 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
\ ! dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-uhdang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi
kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim ~telah berupaya maksimal

merukunkan Penggugat dan Tergugat, demikian pula mediasi telah

~ dilaksanakan sehingga pemenksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan
_ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016;
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~ Pasal 285 RBG jo' Pasal 1868, 1870 KUH f%ﬁuﬁ”ﬁg%@%tfb“l&

dipergunakan untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukfi P1 terbukti antara Penggugat dan
Tergugat adalah pasangan suami isteri, sehingga ada hubungan hukum
antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal
standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P2 dan P3, harus dinyatakan terbukti
bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 orang
anak bernama Erlangga Syahputra; laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 28 Juli
2007, dan Erlangga Syahputra, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 29 Maret
2012;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah
memenuhi ketentuan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR

i
{
{
i
B
1
b
£
£

sehingga se’cafa formil dapat diterima,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut temyata saling
bersesuaian, maka ‘,secara"materiiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam

pertimbangan perkara ini (vide Pasal 171-172 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban
Tergugat, bukti P1 - P2 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi
maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pas:angan suami isteri sah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 vorang anak bernama
Erlangga Syahputra umur 11 tahun dan Erlangga Syahputra umur 6 tahun;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak beberapa tahun
lalu; '

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat
selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan lalu
‘karena Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
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- Bahwa Tergugat masih suka datang menengok jnﬂ(eb U%PkmierT db%"n eSIa
nafkah kepada anaknya;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan bengkel;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil
karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga
dengan Tergugat sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka
Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
telah terjadi persellsman dan berlangsung terus menerus disebabkan
Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang mengakibatkan Penggugatﬂ
merasa tidak tahan lagi sejak tahun 2017 sudah b’ermaksud.untuk_ bercerai
namun Tergugat berjanji akan mengubah sikapnya sehingga Penggugat
“mengurungkan niatnya uht’uk_ bercerai, ternyata di awal ta'htm 2018 Tergugat
kembali selingkuh dengan wanita lain yang ‘mengakibatkan kembali terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan semakin memuncak sejak Mei 2018 di
mana Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu
rumah karena Tergugat yang pergi menlggalkan rumah sampai sekarang,
keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat,

Majelis Hakim juga telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk
mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat baik melalui
'penasihatén di setiap sidang maupun melalui mediasi tetapi Penggugat tetap
berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa rumah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan
menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena tidak
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) Republlk IngaQneSi,a' "

terlaksananya secara baik hak dan kewajiban sebagai suami isteri
demikian tentu harus dihindari sesuaj dengan sabda Rasulullah:

' ' opa s o= Y
Artinya; “Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat suatu

mudharat.”
Hal ini sejalan pula dengan kaidah ushul figih yang berbunyi:
cladils e adie auliall 12
(menghindari mafsadah/kerusakan harus didahulukan daripada meraih
kemaslahatan); "

Menimbang; ‘bahwa majelis menilai rumah tangga Penggugat dan

Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, melihat sikap Penggugat yang

sedemikian kerasnya untuk berpisah dengan Tergugat, menandakan sudah

hilangnya rasa kasih sayang dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagua yang penuh

rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan

suami istri, dan Tergugat sendiripun dalam kesimpulannya menyatakan sudah

_ tidak keberatan lagi bercerai dengan Penggugat'karena Penggugat sangat
suit untuk diajak rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan dan
mengambil-alih pendapat ahli fsq;h dalam kitab Ghayatul Maram Li Syarh al-
Majdi yang berbunya

dalha ualall agde 3l g 53 As p M A pae XS 1D

(jika rasa ketidaksukévan isteri terhadap suami sudah demikian memuncak,
maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isteri);

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan keberatan
untuk bercerai karena masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan
Penggugat, namun dalam kenyataannya Tergugat sendiri yang meninggalkan
rumah dan tidak berupaya untuk kumpul kembali dengan Penggugat, dari hal
tersebut majelis menilai tidak ada kesungguhan dari Tergugat untuk kembali
rukun dengan Penggugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimban tersebut di atas,
pe nﬁ? *Lgugnlggonesm
maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dar ti
serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan
demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan jatuh
talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal
119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam:;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar hak asuh anak
Penggugat dan Tergugat yang bernama Erlangga Syahputra dan Anggun
Citra Lestari, ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan kedua anak
tersebut masih di bawah 12 tahun/belum mumayyiz

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak
keberatan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak ‘korban' perceraian
telah diatur dalam Pasal 105 jo Pasal 156 Kompilasi Hukum lslam yang
" menyebutkan bahwa pemeliharaan. anak yang belum mumayyiz (belum
berusia 12 tahun) adalah hak ibunya;

- Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak harus mengutamakan

kepentingan terbaik bagi anak bukan kepentingan bapak atau ibunya, siapa

yang dapat menjamin terpenuhinya kepentingan anak maka dialah yang layak
untuk ditunjuk sebagai pemegang hak asuh-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan
sebelumnya serta berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan
Penggugat agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak 'vasuh anak yang
bernama Erlangga Syahputra dan Anggun Citra Lestari dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan berada di
bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, tidak berarti Tergugat
selaku ayahnya tidak boleh bertemu- dengan anak tersebut, sebaliknya
Tergugat selaku ayahnya tetap mempunyai hak untuk bertemu dan
menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
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Manmhangy pahwa Penggugat juga menuntut aqu_rz é‘ﬁrgtksﬁ?&bn esia
ayah dari kedua anak fersel ut di atas dihukum untuk memberikan nafkah

setiap bulan. sebesarRp 5.000.000, (lima juta rupiah);

. Menimbang, ‘bahwa ‘terhadap -tuntutan tersebut Tergugat . tetah
mermberikart 1&waban yang ‘pada pokoknya menyatakan sanggup- untuk
beriang‘_ung }awaﬁ mem_ kar naﬂmh kepaﬁa Reéua anak tersebut sampai

_ jerke anak maka rﬁajelis nrenﬁan
ditetapkan Kenaikari Kewajiban jumlah nafkah anak yang harus
ﬁttanggung Tergugat’ tersebut sebesar 10 (sepuluh) pawen setiap tahunnya;:
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Repuplik In nesia
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan :t’ersebh)t: di alas m 9

gugatan Penggugat mengenai nafkah anak dapat dikabulkan;
bahwa karena perkara ini masih termasuk kategori

Menimbang,
perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan
kepada Penggugat; ‘

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta
hukum syara' yang berkaitan dalam perkara- ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2 Mematuhan talak satu bain sughra Tergugat | ' |
‘ terhadap Penggugat | |

- 3. Menetapkan anak yang bernama| ’-dan‘ |
|:| ‘berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat
selaku ibu kandungnya;

4, Menghukum Tergugat un'tu‘k memberikan nafkah kedua orang anak
tersebut di atas setiap bulan minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta
rupiah) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen sefiap tahunnya sampai
kedua anak tersebut dewasa atau mandiri,

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiahy;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 M, bertepatan dengan
tanggal 20 Rabiul Awal 1440 H, oleh kami Dra. Nurmiwati, M.H. sebagai
Ketua Majelis, Dra. Tuti Gantini dan Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga
diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 17 dari 18
Putusan Nornor 3230/Pdt.G/2018/PA.Dpk. -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



J Republik Indonesia
= Hakim Anggota tersebut dan Suryadi, S.Ag.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

dengan dihadiri oleh Hakim-

A Y T ORANK TR

o Ketua Majelis

| fati, M.H.
Anggota Majelis Anggota Majelis
~
Dra. Titi Gantini . Nanang Moh. Rofi’i Nurhidayat, S.Ag.

Panitera Fengganti

I I
iz gl e
Suryadi,; S.Ag.
Rincian biaya perkara :

- 1. Biaya administrasi ; Rp..  30.000,-
2. 'Biaya Proses Rp.. 50.000,-
3. Biaya panggilan ’ Rp.” 350.000,-
4. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
5 Meterai : Rp.  6.000-

Jumlah Rp. 441.000,-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiahy);

{0 : Halaman 18 dari 18
g i - _ N Putusan Nomor 3230/Pdt.G/2018/PA.Dpk. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18



